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RINGKASAN 

 

EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN 

PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

 

Oleh: 

 

Mahanany Citraning Putri Sejati1, Saprudin2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman 

 

 

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), Bab VI Bagian Kelima tentang 

Perseroan Terbatas, menghadirkan konsep baru dalam Perseroan Terbatas (PT). 

Dalam pengertian Perseroan Terbatas, terdapat suatu entitas baru yaitu badan 

hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. 

Penambahan frasa tersebut dalam definisi perseroan pada UU Cipta Kerja 

menjadikan adanya dua jenis perseoran yang berbeda dalam satu pasal. Pertama, 

perseroan dalam artian persekutuan modal yang didirikan oleh minimal 2 (dua) 

orang atau lebih. Kedua, perseroan dalam artian badan hukum perorangan yang 

didirikan hanya oleh 1 (satu) orang. 

 Hadirnya entitas badan hukum baru dalam tatanan hukum perseroan ini 

masih belum berkepastian hukum dan berpotensi memunculkan problematika baru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana 

pengaturan mengenai badan hukum perseroan perorangan yang dihadirkan melalui 

UU Cipta Kerja ini ini masih memiliki kekaburan, kekosongan, serta konflik 

hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

peran Notaris yang selama ini berwenang untuk membuatkan akta dalam pendirian 

suatu badan hukum telah hilang dalam pendirian Perseroan Perorangan sebagai 

badan hukum.  

 Secara konstitusional, selama ini pendirian suatu badan hukum selalu 

memperlibatkan Notaris di dalamnya selaku pejabat yang membuatkan akta 

autentik dalam rangka pendirian badan hukum tersebut. Namun, dengan keberadaan 

Perseroan Peroangan yang tidak mengisyaratkan akta notaris dalam pendiriannya, 

peran Notaris perlu ditelaah lebih lanjut dengan mengaitkan kewenangan dan 

kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Kode Etik Notaris.  

 Bahwa untuk meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 

penelitian normatif, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan 

 
1 NIM. 2220216320077 
2 Pembimbing Utama 
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dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang membahas 

mengenai Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas pada umumnya dan 

kaitannya dengan jabatan Notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum 

yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur, serta bahan 

hukum tersier berupa kamus hukum,Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan media 

internet. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan 

kemudian diolah untuk dianalisis secara kualitatif.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakuka, diperoleh Kesimpulan yakni: 

Pertama, penambahan frasa badan hukum dalam pengertian perseroan terbatas, 

pengaturan tentang kewajiban menuangkan anggaran dasar dalam bentuk akta 

notaril, ketiadaan pengaturan yang membatasi pendirian Perseroan Perorangan 

untuk satu individu, dan pengaturan mengenai organ Perseroan Perorangan tidak 

memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena Perseroan Perorangan 

bukanlah suatu badan hukum yang didirikan oleh 2 orang dengan berdasarkan 

perjanjian, sehinggan keberadaan Perseroan Perorangan dalam tatanan hukum 

Perseroan telah mengaburkan prinsip konseptual yang selama ini dimiliki oleh 

Perseroan Terbatas. Kedua, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam pendirian 

Perseroan Peroangan karena badan hukum ini dapat didirikan dengan Surat 

Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, jika mengaitkan 

dengan kewajiban Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 

Notaris, Notaris tetap memiliki peran sebagai penyuluh hukum terkait pendirian 

Perseroan Peroangan jika dimintai oleh yang bersangkutan. 
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EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN 

DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

ABSTRAK 

Oleh:  

Mahanany Citraning Putri Sejati3, Saprudin4 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

Kata Kunci: Pendirian Perseroan Perorangan, Undang-Undang Cipta Kerja, 

Notaris, Kewenangan 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari 

pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang dihadirkan melalu Undang-

Undang Cipta Kerja serta bagaimana peran Notaris yang hilang dalam proses 

pendiriannya. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini 

bersifat preskriptif yaitu untuk menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, 

menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, 

dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa; Pertama, penambahan frasa badan hukum dalam 

pengertian perseroan terbatas, pengaturan tentang kewajiban menuangkan anggaran 

dasar dalam bentuk akta notaril, ketiadaan pengaturan yang membatasi pendirian 

Perseroan Perorangan untuk satu individu, dan pengaturan mengenai organ 

Perseroan Perorangan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan 

karena Perseroan Perorangan bukanlah suatu badan hukum yang didirikan oleh 2 

orang dengan berdasarkan perjanjian, sehinggan keberadaan Perseroan Perorangan 

dalam tatanan hukum Perseroan telah mengaburkan prinsip konseptual yang selama 

ini dimiliki oleh Perseroan Terbatas. Kedua, Notaris tidak memiliki kewenangan 

dalam pendirian Perseroan Peroangan karena badan hukum ini dapat didirikan 

dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, 

jika mengaitkan dengan kewajiban Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

dan Kode Etik Notaris, Notaris tetap memiliki peran sebagai penyuluh hukum 

terkait pendirian Perseroan Peroangan jika dimintai oleh yang bersangkutan.  

 

 

 

 

 

 
3 NIM. 2220216320077 
4 Pembimbing Utama 
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